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BAB IV 

SETTING PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum UIN Sunan Ampel Surabaya 

1. Sejarah UIN Sunan Ampel Surabaya 

Peristiwa bersejarah tentang berdirinya IAIN Sunan Ampel, yang 

pada saat itu bernama Al-Jami’ah Sunan Ampel. Bermula dari sejumlah 

keinginan komunitas muslim dan tokoh masyarakat Jawa Timur yang secara 

mayoritas selaras dengan kondisi sosio yang religius Jawa Timur beragama 

Islam dan khas pendidikan pesantren yang tersebar yang hampir di seluruh 

sudut geografisnya. Kondisi seperti ini mendorong mereka berfikir 

bagaimana kelanjutan generasi muslim yang tengah mengenyam pendidikan 

yang lebih tinggi, dasar inilah mereka mengajukan gagasan untuk mendirikan 

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang bernaung dibawah Departemen 

Agama RI.83 

 Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mereka menyelenggarakan 

pertemuan di Jombang pada tahun 1961. Dalam pertemuan itu, Profesor 

Soenarjo, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi narasumber untuk 

menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai landasan berdirinya perguruan 

tinggi Islam negeri. Dalam sesi akhir forum bersejarah tersebut mengesahkan 

beberapa keputusan penting bagi UIN Sunan Ampel Surabaya kelak yakni: 

(1) membentuk panitia pendirian IAIN, (2)mendirikan fakultas Syariah di 

                                                             
83 Lihat juga IAIN Sunan Ampel, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata 1 Tahun 2010. 
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Surabaya, (3) mendirikan fakultas Tarbiyah di Malang. Pada tanggal 9 

Oktober 1961, dibentuk yayasan badan wakaf kesejahteraan fakultas syariah 

dan fakultas tarbiyah. Selanjutnya, melalui SK Menteri Agama No.17/1961 

mengesahkan dua fakultas tersebut. Kemudian tanggal 01 Oktober 1964 

fakultas Ushuluddin didirikan di Kediri melalui SK No. 66/1964. Dan 

seterusnya sampai pertengahan 1997 melalui Keputusan Presiden No.11 

tahun 1997, fakultas yang berada dibawah naungan IAIN Sunan Ampel 

menjadi badan otonom Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan 

lepas dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Terhitung tanggal 01 Oktober 2013 

IAIN berubah menjadi UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berdasarkan 

Keputusan Presiden No.65 tahun 2013. 63 Seluas delapan hektar di Jalan A. 

Yani No.117 Surabaya di dirikan kampus dan membuat rumah dinas bagi 

Guru Besar sesuai dengan hasil dari 19 Oktober 1961. 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) yang 

dulunya berbentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sedikit banyak telah 

berkiprah nyata dalam mencerdaskan bangsa, terutama dalam bidang 

mengembangkan ilmu keagamaan di bumi Indonesia. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa UINSA bukan hanya sekedar Universitas yang mengajarkan keilmuan 

Islam, sains, dan teknologi. Institut yang bertransformasi menjadi universitas 

pada akhir tahun 2013 ini bukan lembaga pendidikan yang berupaya 

melakukan inovasi dan temuan dalam ranah keilmuan dan teknologi semata. 

UINSA dengan visi yang disandang niscaya menjadi universitas yang 

berkarakter dan berjati diri dengan keunggulan komparatif dan kompetitif, 
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dan memiliki ukuran. bukan  hanya  sekadar  regional,  apalagi  nasional, 

melainkan Internasional.84 

Menurut letak geografis wilayah kampus UIN Sunan Ampel 

Surabaya menempati area ± 8 hektar dan dikelilingi pagar tembok yang 

dibatasi oleh : 

a. Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Frontage dan  Jalan Ahmad Yani

dan rel kereta api tepatnya di depan Polda Jatim.

b. Sebelah utara : berbatasan dengan Pabrik Kulit dan perkampungan

penduduk Jemurwonosari.

c. Sebeah timur : berbatasan dengan penduduk Jemurwonosari.

d. Sebelah selatan : berbatasan dengan PT. Gelvano.

2. Fakultas dan Periode Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya dibagi 

menjadi sembilan fakultas yakni: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah 

dan Hukum Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Dan pada tahun 2013 pada 

tanggal 01 Oktober bergantinya IAIN ke UINSA didirikan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. 

84 Abdul A’la, et Al. UINSA Emas: Menuju Word Class University, (Surabaya: Uinsa Press, 2016)
dalam sambutan Rektor 
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Sejak berdiri pada tahun 1965 hingga 2017 UINSA memiliki 

dibawah kepemimpinan Rektor berikut: 

1) Prof. H. Tengku Ismail Ya’qub, SH, MA (1965-1972)

2) Prof. KH. Syafi’ii A. Karim  (1972-1974)

3) Drs. Marsekan Fatawa (1975-1987)

4) Prof. Dr. H. Bisri Affandi, MA (1987-1992)

5) Drs. KH. Abd. Jabbar Adlan (1992-2000)

6) Prof. Dr. HM. Ridlwan Nasir, MA (2000-2008)

7) Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si (2009-2012)

8) Prof. Dr. H. Abd. A’la, M. Ag (2012-2018)

B. Gambaran Umum Hizbut Tahrir

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) atau Liberation Party (Partai Pembebasan) 

merupakan organisasi Politik Islam ideologi berskala Internasional yang aktif 

memperjuangkan dakwah Islam, agar umat Islam kembali kepada kehidupan 

Islam melalui tegaknya khilafah Islamiyyah. Hizbut Tahrir didirikan oleh 

Taqiyyudin al-Nabhani85 tahun 1909-1977, yang secara resmi dipublikasikan 

pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerussalem.86 Kemudian pusat gerakannya 

berpindah ke Yordania.  

Sejak didirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyyudin al-

Nabhani hingga wafat, yakni tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyyudin al-Nabhani 

merupakan salah seorang ulama berpengaruh di Palestina, doktor lulusan 

85 http://www.asysyariah.com, diakses pada tanggal 17 Mei 2017, Jam 01:28 WIB 
86. Ihsan Samarah, Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hal. 4
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Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim 

agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina.87 Sepeninggal Taqiyyudin 

al-Nabhani Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qodim Zallum hingga wafat 

tahun 2003. saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh 

Atha' Abu Rastah secara Internasional.88 Hizbut Tahrir telah beberapa kali 

berupaya mengambil alih kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di 

Yordania pada tahun 1969, Mesir pada tahun 1973, dan serentak di Irak, 

Sudan, Tunisia, Al-Jazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak 

saat itulah Hizbut Tahrir mulai merubah setrategi perjuangannya dengan lebih 

banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.89 

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan 

mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan tsaqafah 

(kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang aqidah Islamiyah 

yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek 

pergolakan pemikiran (ash shira' al-fikr). Hizbut Tahrir pula yang 

memperkenalkan istilah ghazw alfikr (perang pikiran) sebagai upaya 

meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang 

keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide barat, dan menjelaskannya 

sesuatu ketentuan Islam.90 Metode yang ditempuh dalam rekrutmen dan 

pembinaan anggota adalah dengan mengambil thariqah (metode) dakwah 

87 Taqiyyudin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terj. Nur
khalish, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 359. 
88 Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.), Islam dan Radikalisme di Indonesia, (Jakarta: LIPI 
Press, 2006), hal. 265-266. 
89 Ibid hal. 5-6 
90 Hizbut Tahrir, Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir. terj. Muhammad Maghfur (Bogor: 
Pustaka Thariqul Izzah. 2000) hal. 23. 
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Rasulullah Muhammad SAW. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi 

kaum muslimin saat ini hidup di darul kufur (wilayah orang-orang kafir) 

karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah 

SWT maka keadaan mereka serupa dengan makkah ketika Rasulullah 

Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Untuk itu fasi 

makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan 

mensuritauladani Rasulullah Muhammad SAW hingga berhasil mendirikan 

suatu daulah Islamiyah di Madinah. 

Dengan mencoba pola dakwah Rasulullah Muhammad SAW, 

Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (marhalah al-da'wah) 

sebagai strategi beserta cirinya, yaitu : 

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (marhalah al-

tatsqif), melalui halaqah-halaqah. Tahapa ini dilaksanakan untuk membentuk 

kader-kader yang mempercayai pemikiran dan model Hizbut Tahrir dalam 

rangka pembentukan kerangka tubuh partai. 

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (marhalah tafa'ul 'alal 

ummah). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban 

dakwah Islam., sehingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan 

umatnya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. 
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Ketiga, tahapan pengambil alihan kekuasaan (marhalah istilam al-

hukum). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara 

menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.91 

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat 

dengan melontarkan wacana mendirikan kembali khilafah Islamiyah. Adapun 

maksud dan arti didirikannya khilafah oleh Hizbut Tahrir diantaranya adalah : 

a) Penegakan hukum-hukum syari'ah ditengah-tengah kaum muslim,

sekaligus pencampakan hukum-hukum kufur yang diterapkan atas mereka 

saat ini. 

b) Penyebaran Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad untuk

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang-

benderang. 

c) Penyatuan negeri-negeri kaum muslim di dalam lindungan satu negara di

bawah kepemimpinan seorang khalifah. Tegaknya khalifah menandakan 

berakhirnya perpecahan dan ketercerai-beraian yang sengaja diadakan oleh 

kaum kafir dan kaki tangan mereka di negeri-negeri kaum muslim. 

d) Pengembalian  ikatan  ukhuwah  islamiyah,  sebagaimana  sabda Nabi

Muhammad SAW “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain”. 

Karena itu, ikatan ukhuwah adalah satu-satunya ikatan yang menggantikan 

ikatan-ikatan Jahiliyah seperti ikatan patriotisme, nasionalisme, kesukuan dan 

yang lainnya, yang telah memecah belah kaum muslim saat ini.  

91 Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan ( Bogor: Pustaka 
Thariqul Izzah, 2000) hal. 57-73. 
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e) Kembalinya umat mendapatkan kekuasaannya yang telah dirampas. Umat

juga memegang kembali kehendak dan keputusan di tangan mereka sendiri. 

f) Pembebasan negeri-negeri kaum muslim yang dikuasai oleh kekuasaan

yang dzalim, seperti Irak, Afganistan, Kashmir, dan yang lain. 

g) Realisasi jaminan pemenuhan makanan pokok bagi kaum muslim dengan

menempuh  strategi-strategi  yang  bertujuan  menjamin pencapaian 

swasembada bahkan lebih baik, baik dari hasil-pertanian, peternakan, 

perikanan. 

h) Realisasi keamanan industrial melalui strategi politik pembangunan dan

pengembangan industri berat untuk memproduksi berbagai peralatan,  mesin-

mesin  pabrik  dan  persenjataan,  sekaligus menghentikan sikap mengekor 

dan mengemis-ngemis di depan pintu negara-negara barat. 

i) Pemberdayaan sumber daya umat yang amat besar melalui

politikpendidikan yang bertujuan membuka ruang dan kesempatan bagi 

semua orang. Dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang kreatif dan 

produktif demi kepentingan agama dan umat mereka. Dengan itu pula dapat 

mengurangi akumulasi jumlah penganguran meski berijazah tinggi. 

j) Pengembalian kekuasaan umat atas kekayaan-kekayaannya sehingga umat

menjadi pemilik murni akan kekayaan-kekayaan itu. 

k) Penyebarluasan kebaikan, keutamaan, keadilan serta penjagaan atas darah,

kekayaan, kehormatan dan kemuliaan kaum muslim.92 

92 Ismail al-Wahwah, "Dunia Membutuhkan Khilafah", (dalam Buletin al-Wa'ie, VII, edisi 1-31 
September 2007) hal. 13 
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Secara garis besar, agenda yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, 

yakni melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke 

seluruh penjuru dunia. Tinjauan ini berarti mengajak kaum muslim kembali 

hidup secara Islami dalam daulah Islam, di mana seluruh kegiatan 

kehidupannya oleh aturan Islam.93 

Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut puluhan juta yang 

tersebar luas di 40 negara dengan membentuk cabang-cabang seperti di 

Suriah, Libanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, Sudan, 

Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, dan termasuk 

Indonesia. Meskipun di beberapa negara tidak mendapat pengakuan resmi. 

2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Perkembangannya

Pada dekade 1980-an, beberapa organisasi radikal Internasional 

mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia, seiring dengan berdirinya 

Hizbut Tahrir berskala Internasional, organisasi ini diteruskan ke berbagai 

negara di penjuru dunia termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir masuk ke 

Indonesia pada tahun 1982-1983, karena semangat dakwah dan dengan misi 

mengembalikan Islam ke dalam sistem khilafah secara International. Pada 

Awal 1980-an HT menyebar gagasan khilafahnya ke berbagai kampus 

perguruan tinggi melalui Jaringan Lembaga dakwah kampus.94 Karena pada 

saat itu konstelasi politik dibawah orde baru belum memungkinkan gerakan 

organisasi ini untuk muncul, karena terjadi ancaman intimidasi dan 

93 Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis, terj. Abu Afif dan Nur khalis, 
(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000) hal. 20. 
94 Taufiq Adnan Amal, dkk, "Politik Syariat Islam" dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2004) hal. 41. 
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pembubaran dari penguasa, sehingga gerakan ini hanya melakukan aktivitas 

"di bawah Meja Sistem Negara". 

Kemudian setelah lengsernya rezim soeharto tahun 1998 oleh 

gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era keterbukaan 

sehingga  membuka  peluang  bagi  organisasi-organisasi  yang  lama 

terkungkung oleh rezim soeharto mulai menampakkan statusnya termasuk 

Hizbut Tahrir.  

Sejak terselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora 

Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun 

Nasional, serta dihadiri tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir Indonesia 

resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. 

Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama 

Hizbut Tahrir Indonesia kemudian disingkat dengan HTI. Para Tokoh HTI 

banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam 

mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan 

civitas academica Institut Pertanian Bogor (IPB), sehingga salah satu 

pimpinan pusat HTI adalah alumnus  dan  dosen  IPB  yakni  Muhammad  al-

Khattat.95 Untuk penanggungjawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara 

(Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. 

Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.96 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibangun atas dasar kemandirian 

yang dalam pendanaan untuk operasional organisasi diperoleh dari 

95 Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.), loc.cit. 70 
96 Ibid., hal. 267. 
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simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas 

menolak dan mengharamkan  penerimaan  uang  dari  pemerintah.  Untuk 

menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang 

diberikan kepada HTI harus melalui penelitian secara seksama.97 

Sejak awal Hizbut Tahrir maupun HTI memang di desain sebagai 

organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal 

selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang 

ikut dalam pemilu. HTI menerjemahkan pertai politik dalam pengertian yang 

luas, yaitu sebagai suatu organisasi yang aktifitasnya bertujuan mengoreksi 

kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini dilakukan karena 

menurut HTI dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justeru 

membingungkan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti 

jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu 

yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif.98 Namun tidak menutup 

kemungkinan pada saatnya nanti HTI akan berubah menjadi partai politik, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Yordania, Libanon, dan lain 

sebagainya, karena secara tekstual dan kontekstual HT sangat mencita-citakan 

pembebasan, yakni membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari 

cengkraman "Penguasa Zolim atau Penjajah". Tentunya hal tersebut bisa 

97 Zainal Abidin. Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra 
Parlementer Di Indonesia Pasca Reformasi. (Semarang: Skripsi,2010) hal 58
98 Ibid., hal. 26 
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terwujud manakala HTI masuk dalam sistem parlemen. Namun untuk 

menjadi partai politik peserta pemilu memerlukan waktu yang tepat.99 

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan 

pentingnya peran negara (dawlah) atau kekhilafahan sebagai sarana 

penerapan syari'ah Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus 

ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena itu, kelompok ini mengusung ide 

perlunya mendirikan kembali khilafah Islamiyah atau kekhilafahan Islam. 

Sementara kekhilafahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 

dengan lenyapnya khalifah Usmaniyyah dan diganti oleh sistem republik oleh 

kemmal Atatturk, Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya 

menjadi model yang digunakan oleh masyarakat Muslim yang mendiami 

negara. Meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat 

muslim Indonesia. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI sendiri memang 

mengakui tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan 

kekhalifahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual 

pesan al-Qur'an.100Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, Islam telah 

memerintahkan umatnya agar mendirikan sebuah sistem pemerintahan dan 

mengangkat seorang khilafah yang memerintah berdasarkan hukum-hukum 

Islam.101 

99 Hafidz Abdurrahman, "Hizbut Tahrir Masuk Parlemen Mengapa Tidak?" dalam Majalah 
Hidayatullah, Surabaya: April 2005, hal. 42. 
100 Ibid., hal. 268 
101 Taqiyuddin al-Nabhani, Nidham fi al-Islam, (Beirut Libanon: Dar al-Umah, 1996) hal. 18 
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Perintah ini berdasarkan ayat 

Artinya : 

"….Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah 

turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan 

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu…". (Q.S. Al-Maidah 

{5}: 48 ).102 

Pemerintah atau al-hukum merupakan kekuasaan yang 

melaksanakan hukum dan aturan. Pemerintahan merupakan aktivitas 

kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin. 

Aktivitas ini dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kezaliman serta 

memutuskan masalah - masalah yang dipersengketakan seperti yang 

disebutkan dalam ayat : 

102 Wawan Sjahriyanto, Qur'an Player, 2005 
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Artinya : 

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka 

menurut apa yang diturunkan oleh Allah swt, dan janganlah engkau 

mengikuti keinginan mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau 

terhadap sebagian apa yang telah yang telah diturunkan Allah 

kepadamu…".(Q.S. Al-Maidah {5}:49 ).103 

Artinya : 

"….Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa 

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir". (Q.S. Al-

Maidah {5}: 44 ).104 

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, Islam sebagai ideologi bagi 

negara, telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan 

yang integral dengan eksistensinya. Islam telah memerintahkan pemeluknya 

agar mendirikan negara dan pemerintahan, yang memerintah berdasarkan 

hukum- hukum syari'at, sebab para pemimpin itulah yang secara operasional 

melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. 

Menurutnya,  Islam  telah  menetapkan  sekaligus  membatasi 

bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah. Sistem khilafah ini satu-satunya 

103 Ibid 
104 Ibid. 
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sistem bagi daulah Islam. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang 

berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam.105 

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, dalam hal ini dikemukakan oleh 

Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah). Ia mengemukakan bahwa kehidupan 

umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai 

akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan 

andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai 

pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya 

penegakan Undang-Undang Pornoaksi dan pornografi yang sudah merebak 

bebas di penjuru Indonesia, namun sistem yang ada mandul untuk melakukan 

penegakan hukum. Sehingga HTI memberikan solusi tentang sistem Islami, 

Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. 

Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem 

yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan 

menjadi agama Ideologis melalui dawlah Islamiyah dengan khalifah sebagai 

penguasanya. Khalifah ini yang wajib melakukan dengan mengubah 

pemikiran atau melakukan pertarungan (gahzw al-fikr), melaksanakan 

syari'ah, memimpin jihad, dan melindungi umat Islam. Dakwah merupakan 

satu-satunya untuk meraih keberhasilan untuk mendirikan khilafah ini. Meski 

demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya 

mengangkat senjata dalam upaya mendirikan khilafah itu. Dakwah dilakukan 

105 Taqiyuddin al-Nabhani, op.cit., hal. 20 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

 

88 

sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah.106 

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, sehingga 

kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan sosial keagamaan, namun 

demikian, sampai saat ini Hizbut Tahrir maupun HTI belum pernah 

mengikuti pemilu sebagaimana umumnya partai politik. Kegiatan-kegiatan 

politik yang dilakukan HTI lebih banyak melontarkan ide-ide/wacana, dan 

melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang pro barat. 

106 Zainal Abidin. Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra 
Parlementer Di Indonesia Pasca Reformasi. (Universitas Negeri Semarang: Skripsi,2010) hal 58


